' 'Kemerdek'lan

X KONSTETUSIONALITAS PEMIMHAN LEGISLATIF oTONom DAERAH
';-DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Berdasarkan UUD 1945 Indonema

. s -adaiah Negara Kesatuan yano berbentuk_ =
" Republik. Negara kesatuan dipilih karena

merupakan bentuk negara yang . dlanggap_.i .

“paling _tepat -untuk men_]ddi wadah ide

- persatuan. - Daiam : musyaw_arah ‘Badan

Penyelidik - Usaha—Usaha :
y Indonesza (BPUPKI)
' dlgimakan 1st1}ah negara pelsatuan maupun
negara kes_atuan sebagal pengalih . bahasa
eenheidsstaat, UUD 1945 menggunakan
istilah tersebut namun denoan pengertian
yang berbeda. Istilah negara kesatuan

digunakan dalam penjelasan umum UUD :

19435, yaitu sebaﬂax berikut:
“Dalam pembukaan ini diterima ahran
pengertian. negara persatuan... Istilah
. hegara persatuan i idak menunjukkan
. ‘bentuk negara, melainkan  cita-cita
:'hukum dan' .cita-cita moral. Artinya
ialah negara’ yang melindungi dan
. meliputi segenap bangsa seluruhnya.
Bentuk negara yang paling cocok untuk
mewunjudkan cita-cita_hukum dan cita-
cita moral negara persatuan itu ialah
negara  kesatwan. Dalam  negara
kesatuan tidak ada negara“wdalam
negara, negara dibagi dalam daerah=

daerah, tidak terdiri dari negara-negara

3
bagian”.

Oleh karena itu, supaya tidak
menimbulkan salah  pengertian, istilah
persatuan harus dikembalikan kepada
bunyi rumusan sila ketiga Pancasila, yaitu
“Persatuan Indonesia”, bukan “Persatuan
dan  Kesatuan  Indonesia”  apalagi
“Kesatuan Indonesia”. Persatuan adalah
istilah filsafat dan prinsip bernegara,
sedangkan kesatuan adalah istilah bentuk
negara yang bersifat teknis. Bandingkan
antara rumusan Pancasila  dalam
Pembukaan UUD 1945 dan rumusan Pasal

:' Oieh Dr Taufiqurmhman Syahurl i
G Komisi Yudisial RI. .
- 3’ alan Kramat Raya No 57 I akarta Pusat

Persiapan

1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,'_
negara. Indonesm 1aiah negara - kesatuan_-

"-_"':yang “berbentuk repubhk” - Negara
-_kesatuan ‘adalah konsepm tentang. bentuk
‘negara, .dan Repubhk -adalah - kounsepsi
- inengenai. bentuk - pemerintahan . yang

- dipilih.dalam kerangka UUD 1945%

- Pada dasamya ‘prinsip . bentuk ne.gara

‘kesatuan adalah, bahwa yang memegang

tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap

urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa

adanya suatn -delegasi atau pelimpahan

kekuasaan - kepada . pemerintah daerah

{local govermment). Hal itu -diperjelas

melalui hakikat negara kesatuan menurtt
»

C.F. Strong, yaltu R

“The essence of d wurary state is that
the. souvereignty is undivided, or, in
other word, that the powers of the
central government are unrestricted, for
the constitution of a unitary state does
not admirt of any other law-making body
than the central one.”’ (Hakikat'negara
kesatuan adalah negara yang
kedaulatannya tidak terbagi, atau
dengan kata laing” negara vyang
kekuasaan pemerintah pusatnya tak
terbataS karena konstitusi negara
kesatuan tidak mengakui adanya badan
pembuat undang-undang selain badan
pembuat undang-undang pusat).

Lebih lanjut C.F. Strong mengatakan,
ada dua ciri mutlak yang melekat pada
negara kesatuan, yaitu (1) “the supremacy
of the central parliament and” (adanya
supremasi dari dewan perwakilan rakyat
pusat dan), (2) “the absence of subsidiary
sovereign bodies” (tidak adanya badan-

badan lain yang berdaulat).®

Namun menurut Van Der Pot,7 setiap
negara kesatuan (unitary state,
eenheidstaat)  dapat  disusun  dan
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o _-g"_dlselenggalakan berdasmkan ‘asas . dan--_-_'-'-_:’..'
o sistem sentralisasi- ataupun desentmhsasz"'_-'
- Suatu-pemerintaban - sentralisasi - ‘dapat
"r.-_'sepenuhnya dilaksanakan oleh- dan ‘dari’ "
pusat . pemenntahan (single centralized

. gover: nmem) atau oleh pusat bersama-sama

- organnya. ‘yang - dipencarkan - didaerah-

'daerah Sementala sistem desentmhsasu

akan - - didapat apabﬂa kewenangan

"_mengatur dan mengurus penyelenggaraan

= _pemerlntahan tidak semata—mata dilakukan
oleh . pemerintah. pusat (central
-government), - melamkan oleh  satuan-
safuan pemerintahan tingkat lebih rendah
yang mandiri ¢ (zelfsianding) - bersifat
otonom, seperti. ha]nya yanfr dlterapkan di
Indonesia.

.~ Dalam | konteks  bentuk  negara
kesatuan yang dipilib oleh Indonesia, yaitu
bentuk - mnegara ~kesatuan yang
terdesentralisasi,  karena di - dalamya
terselenggara suatt  mekanisme @ yang
memungkinkan tumbuh dan
berkembangnya Keragaman antar daerah di
seluruh tanah air. Kekayaan alam dan
budaya antar daerah  tidak - boleh
diseragamkan ' dalam struktur negara
kesatuan  Indonesia.  Terlebih © lagi,
Indonesia adalah negara kepulavan yang
terdiri dari wilayah, yang dipisahkan oleh
perairan. Masing-masing wilayah memiliki
ciri khas berdasarkan®, letak geografis.
kondisi alam dan  sesiokulturalnya,
Persoalan yang timbul dari keberagaman
wilayah dan sosiokultural masyarakatspun
tentunya akan sangat kompleks. Sehingga
otonomi merupakan kebutuhan, karena
tidak mungkin seluruh persoalan yang ada
di satu negara ditangani oleh pemerintah
pusat. Dengan kata lain, bentuk negara
kesatuan  Indonesia  diselenggarakan
dengan jaminan otonomi yang seluas-
luasnya kepada daerah-daerah untuk
berkembang sesuai dengan potensi dan
kekayaan yang dimilikinya masing-
masing, tentunya dengan dorongan,
dukungan dan bantuan yang diberikan oleh
pemerin{ah pusat.

Namun  setelah  sekian  lama
implementasi otonomi daerah hingga saat

ini, temyata masﬁl menylmpan banyak o
kekurangan | dan kelemahan yang
- menyebabkan kerancuan dalam sistem -
~pemerintahan . dan  ketata-negaraan.
- Berbagai - permasalahan muncul, salah @
~““satunya - adalah permasalahan terkait =
~dengan .'pemilihan legislatif daerah yang
efektivitas =
an}ementam ~otonopii daerah dalam o
kerangka NKRL' Pelmdsalahan tersebut
terletak pada, Dewan Perwakilan Rakyat =

berakibat . terhadap

Daerah (DPRD) adalah bagian dari unsur

penyelenggara pemerintah daerah, \tetapi

permasalahannya ~ untuk pengaturan
pemilihan anggota DPRD diatur di dalam
undang-undang tentang pemilu (Dewan
Perwakilan  Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRD.
Seharusnya pengaturan untuk pemilihan
anggota DPRD, diatur menjadi  satu
kesatuan di dalam undang-undang yang
mengatur tentang pemilihan kepala daerah
(Pilkada), bukan dimasukkan dalam
undang-undang  tentang pemilu DPR,
DPD dan DPRD.

Kekurangan dan kelemahan dalam
pelaksanaan pemilihan anggota legislatif
daerah tersebut, meyakinkan kita penting-
nya - menyusun grand . design  arah
perubahan  pengaturan  dan  sistem
pemilihan anggota legislatif daerah yang
jelas dan tepat serta sebenar-benarnya bagi
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,
secbab  tanpa  grands design  yang
komprehensif _dan  holistik  hanyalah
berujung~Kegagalan dalam mewujudkan
tujuan otonomi dalam kerangka NKRI.

Ajaran Rumah Tangga Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi
dari pemerintahan desentralisasi. Istilah
otonomi berasal dari penggalan dua kata
bahasa Yunani, yakni aufos yang berarti
sendiri dan nomos yang berarti undang-
undang. Otonomi bermakna membuat
perundang-undangan  sendirt  (zelwet
geving), namun dalam perkembangannya
selain  mengandung  arti  membuat
perundang-undangan  sendiri  (zelwet
geving), juga utamanya  mencakup
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';jpemermtahan : _sendm (7elfbesrmu)

~dan Penmbangan Keuangan Pusat dan
'_‘_Daemh dalam Kerangka Mempertahankan
“dan. Memperkokoh Negara Kesatuan
o Répu:blik Indonesia”. Kemudian, secara
~ eksplisit, Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor
XV/MPR/1998/ -"I_n_e'm'erintahkan " untuk
pelaksanaan” ©  pembaruan  dalam
pelaksanaan pemenntahan daerah dengan
undanc-undang : -

© Untuk melaksanakan ketetapan MPR
tersebut, pemerintah  mengesahkan
Undanc -Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan . Kekuasaan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua
undang-undang tersebut dianggap sebagai
cetak biru desentralisasi dan otoda  di
Indonesia. Meskipun begitu, perlu dicatat
bahwa kedua undang-undang tersebut
dipersiap-kan dalam waktu yang sangat
singkat dan tampaknya tidak mengacu
pada grand design yang ‘seharusnya
menyatakan bagaimana arah otodaw.itu
sendiri. Sehingga  ditahun 2004,
dilakukannya revisi melalui Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang memberi
kewenangan lebih luas kepada daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri
dan dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Tujuan utama dari otonomi
daerah adalah ‘mendekatkan’ pemerintah
dengan rakyat yang dilayaninya, serta
terwujudnya  sistem  penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan
responsil dengan memperhatikan prinsip-
prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan suatu

~ Setelah IlldOI]eSﬂ memasukl masa -
- reformasi pada tahun 1998 aspuasz S

- mengenai  otonomi dae1ah (otoda) dan o
T _-fde%entrahsam muncul melalui 81dang o
'-'.-'.Majelzs Peimusyawaratan Rakyat (MPR)_

. tahun - 1998 yang  dituangkan ‘dalam .
i -Letetapan MPR No XV/MPR/98 tentan0 i
' “Penyelenggaraan.  Otonomi. - Daerah
o Pengaturan Pembaozan dan Pemanfaatan_
- Sumber Daya Nasional yang Belkeadﬁan

'j' daemh dalan?Nemra Kesatuan Repubhl\._:
:_-Indonesm g el
D dalam otonoml, : hubunﬂan
-kewenangan antala pusat dan daerah
'-'._'f'bertahan ‘erat’ dengan cara _._._.pembaglan R
- urusan penyelenggaraan pemenmahan atau
“cara menentukan urusan mmah tanoga e
“ daerah. " Cara penentuan vipi o cakan
' '._.'f_mencernnrﬂ(an suatu bentuk olonoml
~ terbatas  atau otonmm . luas. - Dapat .
i .dlﬁolonﬂkan sebacai i otonorm terbatas
apablla pertama urusan- urusan ‘rumah
tangga daerah ditentukan secara kateﬂons
- dan pengembanﬁannya diatur denﬁan cara-
.cara tertentu pula. Kedua apabﬂa sistem

Supervisi - ~dan. pengawasan _ dilakukan
sedemikian 1upa, sehingga daerah otonom
k_e_hil_angan kemandirian untuk menentukan
secara bebas cara-cara  mengatur dan
mengurus - rumah  tangga  daerahnya.
Sedangkan otonomi . luas bertolak dari
prinsip, bahwa semua urusan pemerintahan
pada  dasarnya menjadi urusan rumah
tangga daerah, kecuali yang ditentukan
sebagi urisan pusat.’ . :

- Istilah yapg ‘diberikan - terhadap
pembagian kewenangan antara pusat dan
daerah dalam konteks otonomi ternyata
berbeda, R. Tresna menyebut dengan
istilah - “kewenangan _mengaiur TtWmah

tangga”. 0 Bagir Manan menyebut dengan
istilah  “‘sistemn rumah - tangga’ daerah”,
sedangkan Moh. Mahfud MD, memakai
istilah “‘asas otonomi”w"Meskipun istilah
vang dipergunakan berbeda-beda, mereka
berpijak  pada pengertian yang sama,
bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan
riil} menyangkut tatanan yang berkaitan
dengan cara pembagian wewenang, tugas,
dan tanggung jawab untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan  antara
pusat dan daerah.

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan
Moh. Mahfud MD, terdapat beberapa
sistem/asas rumah tangga daerah, yaitu
sistem rumah tangga formal, sistem rumah
tangga material dan sistem rumah tangga
nyata/riil. Namun, selain tiga sistem rumah
tangga daerah tersebut, menurut Josef
Riwu Kaho, masih ada sistem rumah
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.f'tangg‘l szsa (reszdu) dan 31stem mmah :

tangga nyata ‘dinamis - dan bertanogung

_ j"-:}awab Untuk lebih: Jelasnya ‘mengenai_
L bebelapa mstem rumah tangga daerah -

B :dapat dljelaskan sebgal benkut

" '_':'1 sttem Rumah Tanﬂga Formal
_ -_;-_"_sttem mmah tangga tonnal
' "'_"pembaglan wewenang, - tugas '~ dan

'_5__'ta11ggun Jawab antara pusat dan daerah

~* untuk ‘mengatur dan MENgUrys ‘urusan

: "_ipemermtahan tertentu tldak ch tetapkan

~secararinci. . F

- Sistem rumah tangga formal berpanvkal

~tolak 'dari . prinsip bahwa tidak ada
perbedaan sifat antara urusan ‘yang
" diselengarakan pusat dan diselenggara-
‘kan daerah. Apa saja yang dapat di-
sclenggarakan  oleh = pusat, pada
dasarnya dapat pula diselenggarakan
oleh ‘daerah. Pembagian wewenang,
tugas dan tanggung jawab untuk
‘mengatur. dan mengurus suatd urisan
pemerintahan semata-mata didasarkan
pada keyakinan bahwa suatn urusan
pemerintahan akan lebih baik dan
berhasil kalau diatur dan diurus oleh
satuan pemerinfahan ftertentu, dan
begitu pula sebaliknya. Pertimbangan
daya guna danhasil gunamerupakan
titik  perhatian untok - menentukan
pembagian  tugas, “wewenang dan

tanggung jawab tersebut. 2
2. Sistem: Rumah Tangga Material

Dalam sistern rumah tangga material
ada pembagian wewenang, tugas dan
tanggung jawab yang rinci antara pusat
dan daerah. Urusan pemerintahan yang
termasuk ke dalam wrusan rumah
tangga daerah ditetapkan dengan pasti.
Sistem  rumah  tangga  material
berpangkal tolak pada pemikiran bahwa
memang ada perbedaan mendasar
antara urusan pemerintahan pusat dan
daerah, daerah dianggap memang
mempunyal ruang lingkup urusan
pemerintahan yang diatur dan diurus
oleh pusat. Lebih lanjut sistem ini
berangkat dad  pemikiran bahwa
urusan-urusan pemerintahan itu dapat

~dipilah-pilah ~  ‘dalam - berbagal
'-f"'_'hngkuncvan suatu pemermtahan ) Sk
3. Sistem Rumah Tangga Nyata (Rﬂl)
Sistem - rumah tangga nyata (ml)
o -mencrandung cliri-ciri sistem ‘rumah ~
- tangga formal dan material. Mesklpun
:'.demﬂqzm _pada sistem rumah tangga
~ fiyata (1111) menunjukkan ciri-cirt khas
"_'yang membedakannya ‘dari sistem
. mmah tangga formal dan sxstem 1u1nah

.3_tangga material, yaitu pertama,

adanya urusan pangkal yang ditetapkan
pada saat pembentukan suatu daerah
otonom, memberikan kepastian
mengenai urusan rumah tangga daerah.
Kedua, di samping urusan-urusan
rumah tangga yang ditetapkan secara
“material” daerah-daerah dalam rumah
tangga nyata, dapat mengatur dan
mengurus  pula semua  urusan
pemerintahan yang menurut
pertimbangan adalah penting bagi
daerahnya sepanjang belum diatur dan
diurus. eleh pusat atau daerah tingkat
lebih atas. Kefiga, otonomi dalam
rumah tangga nyata didasarkan pada
faktor-faktor nyata suatu daerah. hal ini
memungkinkan perbedaan isi dan jenis
urusan-urusan ruomah fangga daerah
sesuai keadaan daerah masing-masing.

. Sistem Rumah Tangga Sisa (Residu)

Dalam sistem rumah tangga sisa
(residu), tugas-tugas <yang menjadi
kewenangan peémerintah pusat
ditentukansterlebih dahulu, sedangkan
sisanya diserahkan menjadi urusan
rumah tangga daerah.

. Sistem Rumah Tangga Nyata,

Dinamis dan Bertanggung jawab

Sistem rumah tangga nyata, dinamis
dan bertanggung jawab merupakan
salah satu variasi dari sistem otonomi
riil. Esensi otonomi yang nyata (riil)
dalam arti bahwa pemberian otonomi
kepada daerah harus didasarkan pada
faktor-faktor, perhitungan dan tindakan-
tindakan atau kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang benar-benar dapat
menjamin daerah yang bersangkutan
secara  nyata  mengurus  rumah
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g :tangganyd sendm Seiam 1tu otononn
. daerah harus. mempakan otonomi yang '
S '}_bertanggung Jjawab, dalam arti bahwa. .
pemberlan otonomi -itu - halus “benar- - -

~benar _sc_:_galan______. denoan mJuan_ny_c_; BRI
._.:_:Tambahan istilah . “dmarms “tidak
G :._mengubah pengeman otonoml yang o
. myata dan: bertanggun _jawab, ~akan
g tetapi hanyalah merupakzm - e
R .__:penekanan (AI]’BSSH’Ig) -

Sementara ma, daiam Lonteks s1stem

_ _mmah tangga daerabl yang dianut oleh

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang :Pemermtah_an Daerah, adalah

sistem otonomi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab. Otonomi luas, nyata
dan bertanggung jawab diuraikan . dalam
penjelasan umum Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, yaitu: o T

a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah
untuk menyelenggarakan . pemerintah
yang mencakup kewenangan semua
bidang kecuali kewenangan politik luar
negeri, pertahanan, keamanan,
peradilan, - moneter, fiskal, agama serta
kewenangan bidang lainnya, yang
ditetapkan dengan  peraturan
pemerintah. Di samping itu keleluasaan
Otonomi Daerah mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengadilan dan evaluasi.

b. Otonomi nyata adalah keleluasaan
daerah untuk menyelenggarakan
kewenangan pemerintah di bidang
tertentu  yang secara nyata dan
diperlukan serta tumbuh dan
berkembang di Daerah.

c. Otonomi yang bertanggung jawab
adalah merupakan perwujudan per-
tanggungjawaban sebagai konsekuensi
pemberian hak dan  berkembang di
daerah.

Secara konstitusional, ajaran rumah
tangga daerah disebutkan dalam UUD
1945, yaitu sebagai berikut:

'?asal 18 ayat (1) T S
; -..Negzua Kesatuan Repubhk Indonesm R
dibagi - atas daelah daerah . provinsi dan - I
 daerah. prov1n31 it dlbagl atas kabupaten L
':dan “kota, yano tlap-tiap provinsi,
. :-kabupaten dan kota itu  mempunyai
‘pemerintahan - daerah yang chatur dengan
.'undanmundano R BT :

' Pasal 18 ayat (2)

Pemerintahan daerah provmsz daer_ah
kab_up_aten dan_ kota mengatur dan
mengurus .- sendirt  urusan . pemerintahan

mepurut - asas - otonomi . dan  tugas

pembantuan.

Pasal 18 ayat (5)

Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat. :

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
atan antara provinsi dan kabupaten
dan  kota, diatur dengan undang-
undang  dengan . memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.

(2) Hubungan - keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah-diatur dan dilaksanakan secara
adil dan selaras berdasarkan undang-
undang.

Pasal 188

(1) Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-
undang.

Merujuk pada rumusan Pasal 18 ayat
(1) UUD 1945 yang menyebutkan:
“Negara Republik Indonesia dibagi atas...
“Dengan adanya rumusan “dibagi atas”
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- hierarkis/vertikal. - Karena - |

- ‘pembagian atau’ membaﬂi kekuasaan atas
- ‘daerah- daerah - ‘provinsi - atau atas ' daerah -
- --'kabupaten/kota justru menunjukkan sifat.
" hierarkis. ' Dengan demikian, * sifat - non- .
“ fhlerarkls yang teIkandung dalam Undang—
" “Undang. Pemda, harus _dxkorekm karena
.+ ‘tidak “sesuai dengan ‘ketentuan Pasal 18

: .-_mdka sebenamya Ixonsutum meietakkan S
hubungan antara. Pusat dan’ Daerah serta
.. antara provinsi dan’ kabupaten/kota be;sifat

-ayat (1) Perubahan UWUD 1945. Koreksi
terjadi ‘karena menurut ‘Undang-Undang
‘Pemda “hubungan = antara  pemerintah
dengan pemerintah porvinst dan ‘antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah “hubungan
yang tidak bersifal hierarkis. Akibatnya,
fungsi koordinasi menjadi sulit dilakukan.
Para “Bupati dan Walikota cenderung
enggan dikoordinasikan oleh Gubernur.
Elemen hubungan kekuasaan yang bersifat
horizontal ini dan ditetapkannya prinsip
kekuasaan asli atau sisa yang berada di
daerah kabupaten/kota merupakan eiri-ciri
penting sistem federal. Oleh karena itu,
ada yang menafsirkan bahwa meskipun
secara konstitusional struktur organisasi
pemerintah-an Republik Indonesia
berbentuk =~ Negara  Kesatuan, tetapi
sebenarmya juga mengadopsl pengaturan-
pengaturan  yang  disebut  federal
arrangement.

Lebih  lamut Jimly —Asshiddigie
menegaskan, bahwa ketentuan Pasal, 18,
Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945, telah
mengubah format bentuk negara kita dart
bentuk Negara Kesatuan yang ‘kaku’
kepada Negara Kesatnan yang ‘dinamis’.
Dalam  dinamisme  bentuk  Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
ketentuan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal
188 uuD 1945 itu,  pertama,
dimungkinkan dilakukannya peng-aturan-
pengaturan yang bersifat federalistis
dalam hubungan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Kedua, dalam
dinamika hubungan antara pusat dan
daerah, dimungkinkan pula
dikembangkannya kebijakan otonomi yang

: rumusan .

hersxfat pim‘ahs, dalam arti bahwa untuk JEe
‘setiap ’ “daerah " “dapat ditelapkan pola =
~otonomi “yang  berbeda-beda. Keragaman - '
polal hubunvan itu telah dibuktikan dengan - -
~ diterima’ prinsip otonomi khusus Provinsi .
_Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi . B
Papua - yang “keduanya ~memiliki format -
yang be1beda dari pemermtahan ddemh e

lain pada umumnya
Dengan demikian,
ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
meletakkan hubungan antara pemerintah
dengan pemerintah porvinsi dan antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah hubungan
yang bersifat hierarkis/vertikal. Namun
tidak sepenuhnya konstitusi menempatkan
hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah bersifat
hierarkis/vertikal, artinya terdapat
pengecualian yang meletakkan hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah dengan
bersifat horizontal atau tidak hierarkis,
pengecualian tersebut terletak pada daerah-
daerah yang mempunyai kekhususan atau
keistimewaan, sebagaimana dijelaskan
pada Pasal 18B ayat 1 UUD 1945, vaitu:
“Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang
besifat khusus atau bersifat istimewayang
diatur dengan undang-undang”.Meskipun
konstitusi mengamanatkan terkait dengan
daerah-daerah yang besifat-khusus atau
bersifat istimewa diatup”dengan undang-
undang, tetapi sejauh ini undang-undang
Belumrmengatur secara komprehensif serta
memberikan kriteria yang jelas bagi
sebuah daerah bias diberikan kekhususan
atau keistimewaan, dalam praktik mungkin

hanya sebatas berdasarkan faktor sejarah
dan budaya suatu daerah. Sehingga
kedepan, undang-undang perlu untuk
memberikan peluang bagi daerah-daerah
selain karena faktor sejarah dan budaya,
tetapi juga karena potensi lain yang
dimiliki daerah, misalnya faktor ekonomi,
sumber daya alam, pariwisata dapat
diberikan  peluang untuk  diberikan
kehususan atau keistimewaan.
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' ._ayat (1) dan’ (’?) UUD 1945 yancr meng- .
- amanatkan adanya pembaglan NKRI atas
_daerah provinsi, dan daerah p10v1n31 atas
-_kabupaten/kota yang - tiap pr()V1n81 o

* kabupaten, dan ~kota mz mempunyal

o pemenntahan d'lerah “yang - berhak -
o mengatur dan - menﬁurus sendm urusan
o pemenntahannya Pasal- 18 ayat (1), dan (2)

- UUD. = 1945 tersebut . jelas, ‘mengatur
“otonomi terdapat di tmﬂkat provinsi dan
kabupaten/kota. Model<yang diterapkan
pada Undang-Undang Nomor-32 Tahun
2004 tentang pemda adalah, untuk provinsi
menggunakan. - fused  model” . yang
menempatkan Gubernur -selain sebagai
Kepala ‘daerah dan juga sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah.
Sementarapada Kabupaten/Kota,
munggunakan  “split  model” - yang

menempatkan Bupati/Wali Kota hanya
berkedudukan sebagai Kepala Daerah.
Sementara untuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), Undang-Undang
Nomor 32 'Tahun 2004 menempatkan
DPRID  sebagai bagian dari  unsur
penyelenggara Pemda.

Dengan menempatkan DPRD menjadi
bagian  dari upsur = penyelenggara
pemerintah daerah; seharusnya kedudukan
DPRD juga diaturdi dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan = Daerah,
sehingga ke depan tidak Yagi dimasukkan
dalam Undang-Undang Nomor,27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan"BPRD
atau yang kerap disebut sebagai Undang-
Undang MD3, tetapi dimasukkan dalam
Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004) yang sementara dalam proses revisi.
Hal itu mempunyai alasan mendasar,
karena  DPRD  merupakan  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,maka
kedudukannya akan sama/setara antara
kepala  daerah dan DPRD, jika
digabungkan dalam satu aturan, yaitu
sama-sama diatur dalam Undang-Undang
Pemda.

8 Reguiasx Pemlu Leglsiatlf Daerah _

0 Setelah ~perubahan - UUD - 1945 _
_-_ekszstensl dan peranan - lembaﬂra Dewan L

- Perwakilan Rakyat (DPR) - dan Dewan

-:Perwalulan ‘Rakyat - Daerah, (DPRD)

~semakin . menguat . dlbandmﬂkan dengan
- pengaturan - sebelum: Perubahdn UubD. -

1945 DPR-dan DPRD sebagal baglan dari

' .".'lembaga perwakjlan rakyat . yang . hadir

~ dalam sistem . ketatanegaraan TIndonesia

r_n__empakan perwujudan dari spelaksanaan
amanat.. UUD 1945, Selanjutnya - untuk
dapat diangkat menjadi anggota DPR dan
DPRD,  seseorang harus dipilih ‘melalui
suat pemilihan umum yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil yang dilaksanakan dalam
kuran - waktu -~ lima  tahun  sekali
sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1)
juncto Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD
1945. Sementara itu, partai politik pada
umumnya merupakan peserta dalam suatu
pemilihan umum yang memilih anggota
DPR dan DPRD. Proposisi ini secara tegas
dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD
1945 menyebutkan = bahwa, “Peserta
pemilihan nmum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
partai politik”. Dengan ketentuan bahwa
peserta pemilu untuk memilih anggota
DPR dan DPRD adalah partai’ politik,
maka dengan sendirinyas konstitusi
menegaskan bahwa sistem pemilu yang
digunakannya adalah sistem pemilu
proporsional:

Dalam era reformasi dewasa ini,
pelaksanaan  Pemilu  didasarkan  atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
yang direvisi dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008, dan terakhir
diperbaruhi kembali melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,
dan DPRD. Undang-Undang pemilu
legisiatif tersebut diarahkan agar Pemilu
berperan  sebagai wahana  dalam
mekanisme kepemimpinan lima tahunan
yang lebih  transparan dan lebih
demokratis.
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__ Beertan dengan 31stem pemihhan':.if
_umum legislatlf Undang Undang ‘Nomor

10 Tahun 2008 tentang Permhhan Umum

- “Anggota “DPR, © DPD, " dan “DPRD .
T mengad0p31 szstem proporsmnal ‘terbuka
- untuk pem;hhan anggota DPR dan DPRD
o sebacralmana tercantum: ‘dalam Pasal 5 ayat

' (D) yang berbunyx, “Pemllu untuk memilih

~anggota DPR; DPRD provum “dan, DPRD
kabupalen/kota - dilaksanakan®™ _denﬂan

Sistem propolslonai terbuka’’. -Sementara
. ‘Undang-Undang  pemilt terbary  yaitu
' _.UndancnUndang ‘Nomor 8 Tahun 2012

~tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD, dan DPRDj juga tidak ada perubahan
sxstem pemilu. Sistem Pemilu yang dipilih
tetap sistem propmsmnal terbuka untuk
memilih anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota (dengan suara
terbanyak); dan sistem distrik berwakil
banyak ' (Single Non-Transferable Vote
System) untuk memibih anggota DPD.

- Khusus pengaturan tentang pemilihan
anggota DPRD, di jelaskan didalam Pasal
18 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa
pemerintah  ‘daerah  provinsi, -daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
angg otmya dipilih  melalui pemilihan
umum”. Pemilihan umum untuk memilih
angg ota DPRD  waktu pelaksanaannya
bersamaan dengan pemiliban umum untuk
anggota DPR dan DPD. Demikian pula
peserta pemilihan umum untuk, memilih
anggota DPR dan DPRD adalah “sama
yaitu partai politik.

Sistem Pemilu anggota legislatif di
Indonesia banyak mengalami perubahan
dari waktu ke waktu, semisal pada zaman
Orde Baru, pemilu di Indonesia menganut
sistem Pemilu proporsional murni. Begitu
juga pada zaman reformasi, pemilu tahun
1999 dikenal dengan sistem pemilu dengan
sistem proporsional murni. Selanjutnya
pada pemilu tahun 2004 dikenal dengan
sistem pemilu proporsional dengan daftar
calon terbuka. Sementara pemilu terakhir
adalah pemilu tahun 2009 dikenal dengan
sistem  proporsional terbuka dengan
penerapan  suara  terbanyak yang

_'-didasarkan pada -putusan . ‘Mahkamah "
“Konstitusi - Nomor 22-24/PUU-VI/2008 =~
--_'._ya_ng _menempatk_an kedaulatan - ‘benar- _'

- benar ‘berada ‘di tangan rakyat, dimana =

- “rakyat diberikan kebebasan untuk memilih =

. dan menentukan calon anggota legislatif =

: -:yan:é akan - ‘dipilihnya. Hal ini ‘sesuai "
““dengan Pasal 1, ayat (2) UUD 1945 yang o
.menyatakan ‘bahwa “kedaulatan berada di
_tangan rakyat dan dllaksanakan menurut

Unddncr—Undang Dasar.

~Berkaitan dengan  pelaksanaan |

otonomi daerah, putusan MK Nomor 22-
24/PUU-VI/2008 sebenarnya tidak
berdampak secara langsung kepada
pelaksanaan otonomi daerah, namun dapat
memperkuat rekrutmen elit lokal berdasar
suara  terbanyak - sesuai dengan pilihan
rakyat. Hal ini juga dapat meminimalisir
intervensi partai politik dalam menentukan
caleg terpilth. Apabila penentuan caleg
tersebut tidak ditentukan, bisa jadi partai
politik melakukan intervensi dengan
menentukan caleg terpilih yang
mempunyai jumlah suara yang lebih kecil,
yang hal 10l tentu saja tidak sesuai dengan
aspirasi masyarakat daerah.

Otonomi daerah merupakan wujud
demokrast di tingkat lokal, namun peran
partai dengan struktur yang terpusat atau
sistem  komando (belum ada ofonomi
partai kecuali di Aceh) dapat menghambat
demokrasi di  tingkat lekal Kkarena
kebijakan partai di tingkat pusat belum
tentu sesuai dengan-aspek lokalitas daerah.
Hanyassaja“memang dengan putusan MK
tersebut, pemily, terutama dalam
penentuan wakil rakyat menjadi lebih
demokratis dengan mekanisme suara
terbanyak. Perandominan partai dalam
menentukan caleg dari pusat tidak dapat
dimainkan kalau tidak mempunyai basis
vang memadai pada masyarakat di tingkat
lokal. Dengan demikian, maka rekrutmen
elit lokal lebih didasarkan pada preferensi
masyarakat lokal. Apakah pemilu dengan
mekanisme suara terbanyak tersebut sesuai
atau tidak dengan kehendak masyarakat
lokal, sangat tergantung pada kedewasaan
polittk  masyarakat dalam  memilih
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) calemya Tentunya harapan lqta semua,
" pilihan masyarakat tidak hanya dldasarkan

© . pada. aspek populantas caleg, namun juga .
o perla memperhatikan track - record,
."-kualztas ‘dan: Lapasatas Ccaleg tcrsebut._' B
sehmgga setelah “dia benar—benal terplhh_ .
e bisa melaksanakan tugas- tucras sebacan S

£ wakli rakyat denoan bzu.k 15

-.Re*mlasx Peimlu Legns!anf Daerah- :

-dalam Kerangka NKRI & =

“ Elemen ‘dasar - yanw ? membenmi\
pemenntahan daelah ~adalah - lembaga
legislanf daerah, Secma filogofis, rakyat
yang mempunyal otonorm daerah tersebut,
namun secara praktis adalah tidak mungkin
rakyat untuk memerintah bersama. Untuk
itu maka dilakukan pemilihan wakil-wakil
rakyat untuk menjalankan mandat rakyat
dan mendapatkan legitimasi untuk bertindak
untuk dan atas nama rakvat daerah. Dalam
sistem pemerintahan di Indonesia, institusi
vang mewakili rakyal daerah, yaitu DPRD
yang dipilih melalui pemilihan umum vatuk
menjalankan fungsi legislatif daerah.

Sebagai salah satu wakil rakyat yang
dipilih oleh rakyat di daerah, anggota
DPRD selayaknya bisa mengemban tugas
dan amanah yang telah dipercayakan
rakyat  kepada “.mereka.  Sehingga
diperlukan wakil rakyat daerah yang bisa
mengakomodasi kepentingan rakyat di
daerah bukan kepentingan “partai politik
semata.  Hubungan  antara “wpemilih
(konstituen) dan anggota legislatif tidak
saja berhenti pada saat pemilu saja, namun
berlangsung selama 5 tahun sesuai periode
masa jabatan anggota DPRD. Untuk
menghasilkan anggota DPRD yang dapat
mengakomodasi  kepentingan  rakyat
daerah, maka tidak terlepas dari sistem dan
regulasi yang diterapkan.

Disektor regulasi, pengaturan terkait
dengan  pemilihan  anggota DPRD
dimasukkan dan diatur dalam Undang-
Undang tentang pemilu DPR, DPD dan
DPRD menimbulkan persoalan, DPRD
merupakan salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, maka dalam hal ini
DPRD kedudukannya sama/setara dengan

kepala daerah Kmena DPRD dan kepaia--__fj--'_' B
daerah Ledudukannya sama/setam maka
-'._'-._seharusnya _pengaturan ' uniuk penul;han S
. anggota DPRD tidak' dimasukkan dan
'_'chatm di dalam UndanmUndang pemﬂu :
 DPR, DPD dan DPRD Sehingga kedepan,

- -pengatumn untuk pelmhhan “anggota
e Lahb Ll diatur: mengadl ‘satu kesqtuan di
"__dahm ' undanmundancr yang o khusus '

mengatur tentang pennhhan kepala daerah

-~ (Pilkada) dan DPRD, bukan dmmsukkan

dalam © Undang—Undang tentan pemilu
DPR, DPD dan DPRD.’

. Apalagi sudah ada kesepakatan pohnk
antara pemerintah dan DPR untuk merevisi
Undang- -Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004
tentang Pemermtahan Daerah dengan
memecah menjadi 3 (tiga) undang-undang
yang terdin dari: Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU
Prioritas No. 3 Prolegnas Tahun 2013);
Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah (RUU Prioritas No. 26 Prolegnas
Tahun 2013); dan Undang-Undang tentang
Desa (RUU Prioritas No. 27 Prolegnas
Tahun 2013). Apabila dikaitkan dengan
pengaturan pemilithan anggota DPRD,
maka pengaturan tentang pemilihan
anggota DPRD dapat dumasukkan dan
diatur dalam Undang-Undang tenfang
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
DPRD. Dengan penataan tersebut, maka
akan menjadi sistematis. Kalau sudah
sistcmatis, maka mekanisme pemilihan
anggota DPRD sekaligus
pemberhentiannya, akan menghasilkan
sebuah desain pemilihan legisiatif otonomi
daerah sesuai dengan prinsip NKRI,

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Permasalahan terkait dengan pemilihan
legislatif ~ daerah  yang  berakibat
terhadap  efektivitas  implementasi
otonomi  daerah dalam kerangka
NKRlterletakpada, DPRD  adalah
bagian dari unsur penyelenggara
pemerintah daerah, tetapi
permasalahannya untuk  pengaturan
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: ":; pemahhan anggota DPRD dlauu dl _':':' o '
. dalam. Undang-Undang tentang pemilu

.. .DPR, DPD dan DPRD.. _Scharusnya -
‘. pengaturan . untuk - permhhan anggota .
- DPRD, diatur. menjadl satu kesatuan di
~dalam - undang -undang - yang mengatur-'.'_
. tentang  pemilihan. kepala ' daerah .
:._"-'.'(Pﬂi\ada) ‘bukan - dm}asul«,kan dalam..«
SRR _.Unddnc-UndanG tentang pemxlu PP
~DPD dan DPRD. Pemilu leglslanve g
_-'-..daemh dan pennlu kepaia daerah

* disatukan, dalam saty regulasi undang-
. undang pennhhan umum pemermtah

- daerah, .
. Rumusan Pasai 18 ayat (1) UUD 1945 :

: Zyang menyebutkan: “Negara Republlk
- Indonesia /[dibagi. /atas... ~“Dengan
‘adanya . rumusan “dibagi atas” maka
sebenarnya  konstitusi - meletakkan
hubungan antara Pusat dan Daerah,
_serta . antara  provinsi  ‘dan
- kabupaten/kota - bersifat . hierarkis/
vertikal. ‘Karena rumusan pembagian
-atau membagi kekuasaan atas daerah-
daerah provinsi atau - atas  daerah
kabupatenfkota justru  menunjukkan
sifat hierarkis. Dengan demikian, sifat
non-hierarkis, yang terkandung ‘dalam
Undang-Undang Pemda harus
dikoreksi, karema tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perubahan
UUD 1945, Koreksi terjadi karena
menurut  Undang-Undang.  Pemda
hubungan antara pemerintab dengan
pemerintah  provinsi  dan aplara
pemerintah provinsi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah hubungan
yang tidak bersifat hierarkis. Akibatnya,
fungsi  koordinasi  menjadi  sulit
dilakukan. Para Bupati dan Walikota
cenderung enggan dikoordinasikan oleh
Gubernur. Namun demikian, tidak
sepenuhnya Konstitusi menempatkan
hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah bersifat hierarkis/
vertikal, artinya terdapat pengecualian
yang meletakkan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah dengan
bersifat horizontal atau tidak hierarkis,
pengecualian tersebut terletak pada

e claer.ahéd.a_erah o oyang o mempunyai o

- kekhususan = atau. . keistimewaan,
. sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18B -

~ayat 1° UUD 1945, yaitu: “Negara =
: __;menoakm dan . menghormatl satuan-

- satuan pemeﬂntah'm ‘daerah . yang.-__'_' 3

. -'_.;bemfat khusus ‘atau - bersifat ‘istimewa .

yang diatur dengan undang-undang.”

3. Rumah tangga daerah vyang bersifat .
khusus .atau Istimewa . sebagaimana
. -duumusl\an dalam Pasai 18B UUD ..
1945, yang sejauh ini hanya sebatas
berdasarkan fakior sejarah dan budaya
suatu. daerah, ke depan .perlu untuk
memberikan - peluang bagi daerah- -
daerah karena potensi lain vang dimiliki

daerah, misalnya faktor ekonomi,
sumber daya alam, pariwisata dapat
diberikan peluang untuk diberikan
kekhususan atau keistimewaan.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan
dari hasil pembahasan ini adalah sebagai
berikut:

1. Ke depan, pengaturan terkait dengan
DPRD  tidak lagi dimasukkan dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
atan yang kerap - disebut sebagai
Undang-Undang MD3, tetapi dimasuk-
kan dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah (Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004) yang sementara
dalam proses revisi. Hal itu mempunyai
alasan"mendasar, karena DPRD
merupakan  unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah, maka kedudukan-
nya akan sama/setara antara kepala
daerah dan DPRD, jika digabungkan
dalam satu aturan, yaitu sama-sama
diatur dalam Undang-Undang Pemda.

2. Kedepan, pengaturan untuk pemilihan
anggota DPRD, diatur menjadi satu
kesatuan di dalam undang-undang yang
khusus mengatur tentang pemilihan
kepala daerah (Pilkada) dan DPRD,
bukan dimasukkan dalam Undang-
Undang tentang pemilu DPR, DPD dan
DPRD.
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